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RINGKASAN 

Muhamad Norrahman, 2026. PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMMAH 

KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENGKETA HASIL PEMILIHAN 

KEPALA DAERAH (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

313/PHPU.BUP-XXIII/2025 Yang Berimplikasi Pada Diskualifikasi Calon). 

Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas 

Lambung Mangkurat, 115 Halaman. Pembimbing : Arisandy Mursalin, S.H., M.H. 

 

Mengkaji secara mendalam dinamika kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) 

dalam menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada, 

khususnya melalui lensa Putusan MK Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait 

Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024. Dokumen 

ini, yang disusun sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, 

menyoroti preseden bersejarah di mana Mahkamah Konstitusi untuk pertama 

kalinya mendiskualifikasi seluruh pasangan calon yang tersisa akibat praktik politik 

uang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), serta memerintahkan 

pemungutan suara ulang (PSU) dengan membuka pendaftaran calon baru. Penulis 

memulai dengan latar belakang yang kuat, menegaskan Pilkada sebagai manifestasi 

kedaulatan rakyat di tingkat lokal yang harus memenuhi prinsip Langsung, Umum, 

Bebas, Rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil) sesuai Pasal 22E dan Pasal 18 ayat (4) 

UUD 1945. Namun, realitas lapangan sering tercemar oleh pelanggaran seperti 

politik uang yang merusak integritas proses dan hasil, sehingga memaksa MK 

melampaui batas tekstual kewenangannya yang semula terbatas pada perselisihan 

penetapan perolehan suara oleh KPU. Skripsi ini menggunakan metode penelitian 

hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), kasus 

(case approach), dan konseptual (conceptual approach), mengandalkan bahan 

hukum primer seperti UUD 1945, UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK 

(sebagaimana diubah UU 8/2011 dan 7/2020), serta rangkaian UU Pilkada (UU 

1/2015 jo. UU 10/2016 dan turunannya), ditambah bahan sekunder berupa doktrin, 

putusan Mahkamah Konstitusi terkait, dan literatur hukum tata negara serta pemilu. 

 

Pada Bab I Pendahuluan, penulis merumuskan dua masalah utama yaitu pertama, 

konstruksi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam menilai pelanggaran 

pemilihan yang berpengaruh terhadap hasil pada Putusan 313, kedua dasar 

pertimbangan hukum dan ratio decidendi yang melandasi diskualifikasi pasangan 

calon. Tujuan penelitian mencakup analisis kesesuaian tindakan Mahkamah 

Konstitusi dengan konstitusi dan undang-undang, serta penguraian argumentasi 

progresif Mahkamah Konstitusi dalam memperluas kewenangan. Secara teoritis, 

skripsi berkontribusi pada pengembangan ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum 

Pemilu dengan membahas judicial activism, living constitution, serta keseimbangan 

antara keadilan substantif dan kepastian hukum secara praktis, menjadi masukan 

bagi legislatif untuk merealisasikan peradilan khusus sengketa Pilkada 
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sebagaimana diamanatkan UU 10/2016, serta rujukan bagi MK, KPU, dan Bawaslu 

dalam memperjelas batas kewenangan. Sistematika penulisan terbagi lima bab 

pendahuluan, deskripsi putusan, tinjauan pustaka, hasil dan pembahasan, serta 

penutup. Bab II memaparkan fakta perkara secara rinci subjeknya adalah pasangan 

calon yang menggugat penetapan hasil KPU Barito Utara pasca-PSU di TPS 01 

Kelurahan Melayu dan TPS 04 Desa Malawaken objeknya keputusan KPU tentang 

hasil akhir Pilkada 2024. Pertimbangan MK mencakup pemeriksaan bukti berlapis 

dokumen distribusi uang, keterangan saksi, dan fakta penegakan hukum pidana 

yang membuktikan politik uang TSM oleh kedua pasangan calon nomor urut 1 dan 

2. Amar putusan mencakup diskualifikasi keduanya, pembatalan penetapan 

hasil/paslon/nomor urut, dan perintah PSU dalam 90 hari dengan calon baru, 

menjadikan putusan ini ultra petita karena melampaui petitum penggugat. 

 

Bab III menyajikan kerangka normatif-teoritis komprehensif. MK digambarkan 

sebagai penjaga konstitusi dengan kewenangan final dan mengikat, bertugas checks 

and balances sesuai Pasal 24C UUD 1945. Pengaturan Pilkada berakar pada Pasal 

18 UUD 1945 sebagai open legal policy yang menuntut pemilu demokratis, diatur 

dalam UU Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) dan deretan UU Pilkada. 

Kewenangan MK dalam PHPU Pilkada bersumber dari undang-undang (bukan 

konstitusi murni), memicu perdebatan supremasi konstitusi dan limitatifitas 

kewenangan, terutama karena belum ada peradilan khusus. Diskualifikasi calon 

normatif berada di ranah Bawaslu (Pasal 73 & 135A UU 10/2016 untuk 

pelanggaran TSM) dan KPU, bukan MK yang fokus pada hasil suara. Bab IV, inti 

analisis, membedah konstruksi MK, MK memperluas "perselisihan hasil" menjadi 

pengujian integritas proses jika berkorelasi dengan hasil, menggabungkan tes 

kuantitatif (selisih suara 339 atau 0,39% di bawah ambang 2%) dan kualitatif 

(pelanggaran TSM yang "menodai kemurnian suara"). Pembuktian MK holistik 

pola distribusi uang, perubahan suara TPS pre/post-PSU, dan keterlibatan sistemik 

kedua paslon. Ratio decidendi berpijak pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, prinsip 

pemilu jurdil (Pasal 22E), serta doktrin keadilan substantif yang mengorbankan 

formalisme demi legitimasi demokrasi. MK memposisikan diri sebagai "penjaga 

integritas elektoral", menerapkan judicial activism progresif meski berisiko 

tumpang tindih kewenangan dengan Bawaslu (sengketa proses) dan menimbulkan 

ketidakpastian hukum bagi kontestan/pemilih, termasuk biaya PSU dan kelelahan 

elektoral. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam 

menjatuhkan sanksi diskualifikasi pasangan calon kepala daerah, khususnya pasca 

Putusan MK Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 pada sengketa Pilkada 

Kabupaten Barito Utara. Putusan tersebut menjadi preseden penting karena untuk 

pertama kalinya MK mendiskualifikasi seluruh pasangan calon akibat praktik 

politik uang yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Menggunakan 

metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, 

dan konseptual, penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian tindakan MK 

dengan UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2003, serta membedah 

ratio decidendi di balik perluasan kewenangan tersebut. 

 

Hasil penelitian menunjukkan adanya ketegangan normatif secara tekstual, 

kewenangan Mahkamah Konstitusi dibatasi pada perselisihan perolehan suara, 

sementara diskualifikasi merupakan ranah Bawaslu dan KPU menurut UU Nomor 

10 Tahun 2016. Tindakan Mahkamah Konstitusi ini merupakan bentuk judicial 

activism yang memperluas makna konstitusional "perselisihan hasil" hingga 

mencakup integritas proses. Melalui penafsiran progresif atas konsep living 

constitution dan keadilan substantif, Mahkamah Konstitusi memposisikan diri 

sebagai penjaga kedaulatan rakyat dari praktik koruptif, meski berisiko terhadap 

asas kepastian hukum. 

Kata Kunci : Diskualifikasi Pasangan Calon, Judicial Activism, Mahkamah 

Konstitusi, Pemilihan Kepala Daerah, Politik Uang 
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